
 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI 

USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib 

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (self assessment), perlu adanya sistem 

pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah 

dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

b. bahwa agar pelaksanaan pelaporan data transaksi 

berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu 

menyelenggarakan sistem pelaporan data transaksi 

usaha wajib pajak daerah secara elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 

Daerah Secara Elektronik; 

 

 

 

SALINAN 



Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Peundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA 

TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA 

ELEKTRONIK.

 

Pasal I 

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektonik 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 78) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah berwenang menghubungkan dan mengambil data 

pada sistem transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan 

menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha 

berupa tappingbox atau online cash register sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak. 

 



(2) Wajib Pajak wajib menerima, memfasilitasi, menggunakan, 

menempatkan, menempelkan dan/atau memasang alat atau aplikasi 

perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses 

pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi pada lokasi usaha 

wajib Pajak. 

(3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan 

pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang 

seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib 

Pajak. 

(4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) termasuk pembayaran melalui voucher atau bentuk 

lainnya. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif 

berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. Penempelan striker dan/atau tanda peringatan; dan/atau 

c. penghentian sementara kegiatan usaha. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi Pajak Daerah berdasarkan berita acara pemeriksaan 

ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran 

tertulis pertama diterima tidak dipenuhi, maka Kepala Perangkat 

Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberikan teguran 

tertulis kedua; 

c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran 

tertulis kedua tidak dipenuhi, maka Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi Pajak Daerah memberikan teguran tertulis ketiga dan 

penempelan striker dan/atau tanda peringatan; 

d. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran 

tertulis ketiga tidak terpenuhi, maka perangkat daerah yang 

membidangi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Bupati melakukan penghentian sementara kegiatan usaha untuk 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 21 Februari 2023 

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

                ttd 

 

AFIF NURHIDAYAT 

 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 22 Februari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

              ttd 

 

ONE ANDANG WARDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Salinan sesuai dengan aslinya 
            KEPALA BAGIAN HUKUM 

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
 

 
 

  M. NURWAHID, S.H. 

Pembina Tk I 
         19721110 199803 1 013 

  
 


